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Menimbang:

Mengingat :

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 000.8. 1 . 1 / L3SIORG .I fIX/ 2024

TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun zAfi tentang
Man4jemen Pegawai Negeri sipil, diperlukan
penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Kotawaringrn Barat berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban keq'a, untuk jangka waktu S

[ima) tahun per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebngaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Peta Jabatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringtn
Barat;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapeur Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2539 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun lg1g
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 58, 'Iambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;



3' undang-undang Nomor 20 rahun 2a% tentangAparatur Spil Negara (I.embaran u"g.L RepublikIndonesia Tahun 2oz3 Nomor t+i, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6SZ9l;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2olr ten'tans
Man4iemen Pegawai Negeri sipil (Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2OtT,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037), sebagaiamana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2o2o tentang perubahan
Atas Peratauran Pemerintah Nomor 11 Tahun ZOLT
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 6g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6a7\;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2AI1 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagr Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l2ZJl;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun ZO2A tentang
Analisis Jabatan dan Beban Keda (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 26);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor
21 Tahun 20ll tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

9. Peratrran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10
Tahun 2O2l tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 845);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2}ls
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20Z6l,
sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2OL8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Irrdonesia Tahun 2018
Nomor L57l;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
tentang Pembentukan dan Susunru: Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daeratr
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawarinsn
Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 2 Tahun 2A2l tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2O2l Nomor 2);



12' Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin BaratNomor 10 Tahun 2org teitang pemueniutL produkHukum Daerah (I-embaran Daerah KabupatenKotawaringin Barat Tahun 2org No*or io, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Kotawarinsn BaratNomor 98);
13. Peraturan Bup_ati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun2022 tentang Kedudukan, S,r"rrr.r, Organisasi, T\rgasdan Fungsi serta Tata Kerja Badan r"i"iu", Bangsadan Politik Kabupaten Kotawaringn Barat (BeritaDaerah Itubupaten Kotawaringin BLat i"r,r" 2022

Nomor 72);
14. Peraturan B rrrati Kabupaten Kotawarinsn Barat Nomor

28 Tahun 2022 tentang pedoman Evaruasi Jabatan dan
lenetapan Kelas Jabatan di Lingkungan iemerintahKabupaten Kotawaringin Bara]t fierita Daerah
Kabupaten Kotawaringin earat Tahun 2a23 Nomor 2g);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

: Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
memuat informasi tentang:
a. susunan nomenklatur jabatan pimpinan Tings pratama,

jabatan Administrator, jabatan pengawaq jabatan
Fungsional dan jabatan Pelaksana;

b. persediaan {bez,zeting); daffi
c. kebutuhan pegawai.

KEDUA

KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan pedoman dalam penataan Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3OSepbcrnbQ.r 2O2t{

BARAT,

SANTOSA



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PBTAJABATAIY BADAI{ KBSATUAN BANGSA DAN POLITIK

IAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARI NGIN BARAT
NOMOR : 000.9,1 .L/ L3g/ORG. l/lx/2o24
TENTANG PENETAPAN PETA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATE N KOTAWARINGIN BARATKEPAIA

Eselon ll

Eselon lll

Kepala Subbaglan Toto Usaha
JABATAN FUNGSIONAT

Jabatan B K
Pcrtama

1 I
Muda t IJABATAN FUNGSIONAL

Eselon lV

,ABATAN FUNGSIONAL JABATAN PEIATSANA Xeuangan Negara Ahll Muda I I
Jabatan B x Jabatan B '. lL_ Jabatan B x Xomputer Pcrtame

1 I
Analis Kebijakan Madya 0 2 Pranata SDM Aparatur Terampil 0 J 0 2

Per6awas Keuangan Negara Terampll 0 Data dan lnformasi o 1

Pengadm inistrasi Perkantoran 2 3 ,ABATAN PEI.AI(SANA
Operator Layanan Operasional 1 3 Jabatan

B KPengelola Umum Operasional 1 1
0 3

Pengolah Data dan lnformasi 0 2

Perkantoran
1 4

xepala Bldang xetahanan Ekonoml, soslal, Budaya, {gama dan organlsarlXcpala Bldang Polltlk Dalam NegerlXepala Bldang Blna ldeologl, Wawasan Kebangraan Dan F.arakter Bangsa
Kemasyarakatan f.epale Bldary l(ewaspadaan Naslonal dan penanganan lbnflh

Eselon lll

JABATAN FUNGSIONAL

Eselon lll

JABATAN FUNGSIONAL

Eselcn lll

JABATAN FUNGSIONAL

Eselon ltl

JAMTAN FUNGSIONAT
Jabatan B JabatanKl ll B Jabatan-IJIL B K Jabatan B K

Analis Kebijakan Muda 2 2 I I lanalls Kebijakan Muda 1 Kebijakan MudazJ I lAnaris 1 2

JABATAN PEIAKSANA JABATAN PETAI(SANA

0 IAnalis (s[ijakan Pertama

JABATAN PEI.AKSANA

Kebijakan Muda

JABATAN PEI.AKSANA

2

Jabatan B Kl JabatanI B
-.i_l I labatan B K Jabaten B K

Penelaah Teknis Kebijakan 1 3 I lPenelaah Teknis Kebijakan 1 J lnenetaah
Teknis Kebijakan 0 2 Penelaah Teknis Kebijakan 0 2

Pengolah Data dan lnformasi 0 I I lreneolatr Data dan tnformasi 1
lneneolafr 

Data dan lnformasi-l] 1 I Pengolah Data dan lnformasi I 2

Pengadm inistrasi Perkantoran 0 2 I IPengadministrasiPerkantoran 0 ,J plsrorinistrasi Perkantoran 0 2 Pengadm inistrasi perkantoran 0 2

KETERANGAN :

- B = Jumlah Pegawai Yang Ada

- K = Jumlah Kebutuhan PeBawal yang dldapat dari Analisis Beban Keria

PA ?

*

GR,N

SANTOSA

BARAT

2



PEMERINTAH I(ABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PETA JABATAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Eselon ll

Kcpola Su&oglon folo Usst o

Jabatan B t(
Perencana PertEtna I

1
JABATAN FUNGSIOI.IAL JABATAN PEI.AI(SANA

Xeuangan Negara Ahli Muda I
B K Jabatan B J Jabatan B x Pnnata Komputer pertama I0 lF Pranata SDl, AparaturTerampil 0 Penelaah Tekn'rs Kebijaka n o

lF Pengawa: Keuangan Neg:ara Terampll o Pengolah Data dan lnformasi 0

Pengadministrasi Perkantoran 2 JABATAT{ PE]AXSANA
Operator Operasional 1 Jabatan B xPengelola Umu m Opens'onal 1

Kebijakan 0
pen3olah Data dan lnbrmasl 0

Pengadministrasi perlantoran
1

Eselon lll

JABATAH
JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan B x JAEATAIII FU,{GSIO}IAI.Jabatan B Jabaan:ll B t( Jabatan B xJF Analis Keb'rjakan Muda 2

0JF Analls Keb[akan Fertama

PELAI$ANA

JF Anaiis Kebijakan Muda
JF Analis Kebijakan Muda.1 I

JABATAN
Jabatan B K

JF Analis Kebijakan Muda 2

PETAKSANAJabatan B Jabatan B x Jabatan B xPenelaah Teknis Kebljakan 1 Penelaah Teknis Kebijekan L Penelaah Tekn's Kebijakan o
Perclaah Teknis XebiJakan 00 Pengolah Data dan lnformasi 1 Pengohh Data dan lnformasi L

Pengohh Oata dan lnformasi 1Pe nqadministrasi Perka ;.:tc;a :.. 0 Pengadministrasi Pertantora n 0
0 Pengadministrasi Pe*antoran 0

lF Analls KebiJakan Madya

.ERANGAN:

B r Jumlah Pegawal Yang Ada

,ABATAN

darl Anallsls Bebrn Kerja

Bun, Z?Juli 2024.

Bangsa dan Politlk
rt
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Pengolah Data dan lnformasl

Pengadministrasi perkantoran


